Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi

Volume 15, Nomor 2, Juni 2024

" E-ISSN: 2656-2820
\sinta P-ISSN 1829-5762

KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DI ERA DIGITAL
SEBUAH KERANGKA KONSEPTUAL

Trisno Sakti Herwanto'”, Hashi Rohmansyah?, Anastasia Kade Daga®, Bernadeth Getrudis
Roflebabin*

1.234program Studi Administrasi Publik, Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, Jawa Barat,
Indonesia
trisnosakti@unpar.ac.id
rohmansyahhasbi@gmail.com
anasdagal2@gmail.com
bernadethfetrudisO7 @gmail.com

ABSTRAK

Kompetensi Aparatur Sipil negara (ASN) di era digital semakin penting untuk dikaji seiring perkembangan
fenomena bahwa masa depan birokrasi publik semakin lekat dengan pemanfaatan teknologi digital. Meskipun
demikian, upaya untuk membentuk sebuah kerangka konseptual mengenai kompetensi tersebut masih sangat
minim. Berdasarkan kesenjangan tersebut, tulisan ini diarahkan untuk merumuskan kerangka konseptual
kompetensi ASN di era digital. Upaya ini diharapkan dapat bermanfaat bagipengembagan aktivitas Manajemen
SDM sektor publik yang berwawasan digital. Untuk merumuskan kerangka konseptual tersebut, dilakukan
literature review terhadap berbagai dokumen ilmiah yang sesuai dengan fokus tulisan. Proses tersebut berhasil
membangun kerangka konseptual mengenaikompetensi ASN di era digital yangterdiri daridua kompetensibesar
yaitu kompetensi pelayanan publik dan kompetensi digital. Kompetensi pelayanan publik meliputi kematangan
sosial, keterampilan praktis, dan kemampuan pengetahuan, sedangkan kompetensi digital mencakup e-
Government, transformasi digital, keamanan siber, analisis data, kota pintar, telekomunikasi, dan partisipasi
publik.

Kata kunci: kompetensi, digital, ASN.
ABSTRACT

The competency of State Civil Apparatus (ASN) in the digital era is increasingly important to study as the
phenomenon developsthat the future of public bureaucracy isincreasingly linked to the use of digital technology.
However, effortsto form a conceptual framework regarding these competencies are still very minimal. Based on
this gap, this paper is directed at formulating a conceptual framework for ASN competency in the digital era. It
is hoped that this effort will be useful for developing public sector HR management activities with a digital
perspective. To formulate the conceptual framework, a literature review was carried out on various scientific
documentsthat were in accordance with the focus of the article. This process succeeded in building a conceptual
framework regarding ASN competency in the digital erawhich consists of two major competencies, namely public
service competency and digital competency. Public service competenciesinclude social maturity, practical skills,
and knowledge abilities, while digital competenciesinclude e-government, digital transformation, cybersecurity,
data analytics, smart cities, telecommunications, and public participation.

Keywords: competency, digital, ASN.

PENDAHULUAN

Sistem pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi digital masih mencari bentuk dan
penyesuaian untuk dapat diterapkan di sektor publik secara utuh. Proses ini telah diprediksi semenjak
konsep pemerintah berbasis elektronik (electronic government) mengemuka. Pada awal tahun 2000an
bahkan para pengamat administrasi publik telah mulai mengkaji peran teknologi informasi dalam
pemerintahanyang menjadi ciri bagi masa depanbirokrasi publik modern (Dunleavy, Margetts, Bastow,
& Tinkler, 2007). Pemanfaatan teknologi informasi secara digital telah menjadi orientasi utama di
sektor publik dalam rangka mendorong efektivitas dan efisiensi birokrasi. Penyesuaian penggunaan
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teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan yang masih terus berlangsung merupakan fokus
yangperlu terus didorongdengan pemikiran bahwa perkembanganteknologi sangat dinamis. Pemikiran
dan alat-alat analisis yang revolusioner terkait pemanfaatan teknologi digital dalam sistem
pemerintahan perlu terus diproduksi untuk dapat terus mengejar revolusi teknologi (Algazo, Ibrahim,
& Yusoff, 2023). Upaya ini sangat dibutuhkan dalam kerangka optimalisasi peran teknologi pada
praktik administrasi publik yang memuat banyak dimensi seperti manajemen pelayanan, manajemen
SDM, kebijakan publik, dan tata kelola organisasi. Berdasarkan sudut pandang politik, sistem
pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi digital juga memiliki peran penting bagi proses
demokratisasi. Teknologi informasi perlu diberdayakan untuk dapat mewujudkan proses demokrasi
yang menjadi orientasi utama administrasi dan pelayanan publik. Pemikiran ini juga harus disadari dan
dilaksanakan oleh birokrasi publik.

Birokrasi perlu memahami bahwa demokratisasi adalah misi utamayang harus dijalankan dan
pada tahap ini peran teknologi informasi menjadi sangat strategis (Grigalashvili, 2023). Selain
infrastruktur, salah satu aspek krusial yang perlu disiapkan bagi proses adopsi teknologi padatata kelola
pemerintahan adalah aspek sumber daya manusia. SDM sektor publik perlu dipersiapkan untuk
memiliki kompetensi dan komitmen dalam mengelola digitalisasi dalam birokrasi (Welchman, 2015).
Manusia adalah pusat dari kecerdasan dan komitmen dalam organisasi yang sangat penting
diberdayakan. Pemikiran tersebut merupakan kunci agar birokrasi publik dapat memanfaatkan
teknologi informasi dalam rangka mencapai misi menciptakan tata kelola yang efektif dan efisien.
Upaya manajemen untuk membekali SDM sektor publik agar memiliki kompetensi digital dalam
bekerja telah menjadi perhatian di beberapa negara di eropa. Pembahasan yang muncul dari kajian
kompetensi digital sektor publik di negara-negara di eropa mengarah pada diskusi mengenai pelatihan
kecakapan digital yang diberikan kepada aparatur pemerintahan (Lopes, Sargento, & Farto, 2023).
Fokus lain yang juga menjadi perhatian negara-negara di eropa adalah kompetensi kepemimpinan
publik berbasis digital atau digital leadership (Kusanke, Pilgenroder, Kendziorra, & Winkler, 2023).
Secara terstruktur bahkan beberapa negara di eropa telah mengakomodasi kompetensi digital dalam
kurikulum pendidikan tinggi bidang administrasi publik (Budai, Csuhai, & Tozka, 2023). Negara lain
seperti Rusia bahkan secara spesifik telah mencoba menyusun kompetensi digital bagi pelayan publik
dalam bekerja(Bannykh & Kostina, 2020). Upaya yangsamajuga diikuti oleh beberapa negara di Asia.
Secara terstruktur, praktik di Asia setidaknya diinisiasi oleh Korea Selatan yang merancang berbagai
kompetensidigital sebagai bagian dari peta jalan besar terkait upaya mendorong pemerintah untuk dapat
semakin beradaptasi menghadapi digitalisasi (Karippacheril, Kim, Beschel, & Choi, 2016).

Meskipun aspek SDM menjadi sangat urgen untuk terus dikaji dan dikembangkan dalam
kerangka penerapan sistem pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi, fokus tersebut belum terlalu
menjadi perhatian di Indonesia. Kecenderungan ini dapat dilihat dari minimnya diskursus dan praktik
manajemen SDM sektor publik secaraterstruktur dan sistematis yang mengarah pada pengembangan
kompetensi Aparatur Sipil Negara berbasis digital. Kondisi ini tentu perlu menjadi perhatian serius
seiring lingkungan birokrasi publik yang semakin memasuki era digital. Urgensi ini juga penting untuk
menjadi salah satu fokus utama karena saat ini sektor publik telah mengakomodasi digitalisasi sebagai
bagian penting dari upaya reformasi birokrasi (Lips, 2020). Walaupun masih belum cukup holistik dan
sistematis secara paradigmatik, beberapa penelitian dalam ruang lingkup birokrasi publik di Indonesia
sebenarnya telahmengarah pada diskusi mengenai aspek kemampuan digital dari Aparatur Sipil Negara
(ASN). Sebagai contoh, telah mulai ada upaya untuk mengakomodasi dan memperkuat literasi digital
ASN (Iriansyah, Gaffalo, Widiatmaka, Adiansyah, & Akbar, 2023). Selain itu juga terdapat langkah
untuk mengidentifikasi soft skill ASN terkait kompetensi digital yang dibutuhkan dalam memberikan
pelayanan publik (Maryana, 2023). Kajian awal lainnya mengenai arah kompetensi berbasis digital
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untuk ASN juga telah coba dihadirkan (Rohmansyah, Roflebabin, Putri, Daga, & Hasbi dalam
Herwanto (ed), 2023). Dinamika pemanfaatan teknologi digital dan perkembangan pembahasan
mengenai kompetensi digital ASN di Indonesia membutuhkan upayatindak lanjut yang sistematis dan
mendasar. Kerangka konseptual yang menyeluruh dan utuh mengenai kompetensi digital yang
dibutuhkan ASN sebagai pelayan publik perlu diinisiasi sebagai fondasi reformasi birokrasi. Secara
spesifik, sebuah kerangka konseptual mengenai kompetensi ASN berbasis digital sangat diperlukan
untuk menjadi dasar manajemen SDM sektor publik di Indonesia. Dengan kata lain, konseptualisasi
kompetensi ASN di eradigital menjadi sebuah urgensi dalam rangka mengakselerasi Manajemen SDM
yang berwawasan digital.

METODE
Untuk dapat mencapai tujuan merumuskan kerangkakonseptual kompetensi ASN di era digital,

literature review digunakan sebagai metode dalam penelitian ini. Literature review dilaksanakan
dengan melakukan sintesis terhadap berbagai dokumen terkait yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti
(Sylvester, Tate, & Johnstone, 2013). Secara mendasar literature review dalam penelitian ini
dilaksanakan dengan beberapa tahapan sebagai berikut (Leitner, Khalil, & Ebner, 2017)
1. Memilih Topik Penelitian
Mencari Literatur yang Relevan dengan Topik Penelitian
Membangun Argumen
Mencari Literatur yang Relevan dengan Argumen
Melakukan Review Kiritis terhadap Literatur
Menuliskah Hasil Review

Topik dalam penelitian ini adalah kompetensi digital ASN di Indonesia. Topik ini dipilih
berdasarkan kesenjangan antara dinamika serta kebutuhan sistem pemerintahan dengan pemanfaatan
teknologi dan ketersediaan kerangka konseptual mengenai kompetensi digital ASN di Indonesia.
Selanjutnyadilakukan pengumpulan dan telaah literatur yang relevan dengan topik penelitian. Setelah
telaah literatur dilakukan, ditetapkan tujuan penelitian yaitu membangun kerangka konseptual
kompetensi digital ASN. Setelah itu, sebuah argumentasi muncul yaitu kerangka konseptual mengenai
kompetensi digital ASN sangat dibutuhkan. Perlu dilakukan upaya merumuskan kerangka konseputal
tersebut. Berbagai literatur yang relevan denganargumen tersebut kemudian dikumpulkan dan ditelaah.
Analisis kritis terhadap berbagai literatur tersebut dilakukan dan disajikan pada bagian hasil dan
pembahasan. Rumusan model kerangka konseptual yang menjadi tujuandari penelitianini digambarkan
pada bagian simpulan.

ook wn

PEMBAHASAN

Sebanyak 29 dokumen ilmiah seperti artikel jurnal, buku, dan artikel seminar yang berkaitan
dengan fokus penelitian berhasil dikumpulkan dan ditelaah oleh penulis. Berbagai dokumen tersebut
dikumpulkan dengan pemahaman awal bahwa ASN adalah pelayan publik yang secara normatif
membutuhkan kompetensi pelayan publik. Langkah awal sebagai tindak lanjut dari argumentasi ini
adalah melakukan pengumpulan dan telaah dokumen yang relevan untuk membangun kerangka
konseptual ASN sebagai pelayan publik. Langkah berikutnya yaitu menghimpun dan menelaah
dokumen yang berkaitan dengan kompetensi ASN sebagai pegawai dengan kemampuan digital dalam
bekerja. Pada akhirnya dirumuskan kerangka konseptual kompetensi digital ASN dari hasil telaah
tersebut.
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Kompetensi Pelayanan Publik ASN

Sebagai SDM di sektor publik, ASN menjadi pusat dari penyelenggaraan pelayanan publik.
Dengan kata lain, pelaksanaan pelayanan publik yang berkualitassangat bergantung pada kualitas SDM
di dalamnya. Dinamika digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan sektor publik bahkan sangat
ditentukan oleh kemampuan SDM sebagai bagian dari modal penting berbagai program dan kegiatan
pelayanan publik (Aswin dan Sofyan, 2022). Kemampuan inilah yang secara utuh dijelaskan sebagai
kompetensi. Secara sederhana, kompetensi adalah kualitas intrinsik yang dimiliki seseorang mencakup
kemampuan dan keterampilan dalam mengerjakan sebuah pekerjaan (Skorkova, 2016). Istilah
kompetensi digunakan secara umum di sektor publik maupun sektor privat. Secara umum, diskusi
mengenai kompetensi pada sektor publik menjadi cukup menantang dibandingkan pembahasan yang
dilakukan oleh sektor swasta. Kompetensi aparatur pemerintah sangat penting untuk diperhatikan
karena lingkungan organisasi sektor publik jauh lebih kompleks serta dinamis. Kondisi ini memerlukan
aparatur pemerintah yang adaptif terhadap berbagai bentuk perubahan yang terjadi (OECD, 2015).

Kompetensi secara utuh memiliki tiga komponen utama yaitu kedewasaan sosial atau social
maturity, kemampuan praktis atau practical skills, dan kemampuan pengetahuanatau knowledge ability
(Porvaznik, 2013). Kedewasaan sosial berhubungan dengan aspek kualitas personal yang sangat
kompleks meliputi etika, moral, dan perilaku dalam bekerja. Kemampuan praktis adalah keterampilan
untuk menggunakan dan memanfaatkan pengetahuan dalam menyelesaikan pekerjaan serta tantangan
yang dihadapi. Kemampuan pengetahuan berkaitan dengan tingkat pengetahuan atau kapasitas
fungsional seseorang sesuai tingkat pendidikan dan posisi dalam pekerjaan. ASN sebagai pelayan
publik tentu perlu memiliki tiga komponen tersebut dalam pekerjaan yang dilakukan. Tantangan
terbesar bagi mereka adalah menjalankan tiga komponen tersebut dalam kompleksitas karakteristik dan
lingkungan pelayanan publik. Tuntutan sektor publik yang harus terbuka, responsif, inklusif, akuntabel,
fleksibel, efektif, dan efisien menjadi lingkungan pelayanan publik yang memerlukan SDM berkualitas
(Deifenbach, 2011). Berkaitan dengan kemampuan sosial, ASN sebagai pelayan publik perlu memiliki
motivasi, etika, dan budaya pelayanan publik (Rohmansyah, Roflebabin, Putri, Daga, & Hasbi dalam
Herwanto (ed), 2023). ASN perlu memiliki motif dasar secara individu untuk memberikan pelayanan
publik. Motivasi pelayanan publik meliputi ketertarikan pada pembuatan kebijakan, komitmen
melayani kepentingan publik, empati, dan tanggung jawab. Etika berkaitan dengan kesopanan, sikap
menghargai, toleransi, fleksibilitas, dan pengendalian diri dalam pelayanan publik. Budaya mencakup
efektivitas, efisiensi, keterbukaan, kepastian, responsivitas, dan kemampuan beradaptasi.

Kemampuan praktis adalah kemampuan yang digunakan dalam bekerja sehari-hari. Dalam
konteks pelayanan publik, ASN perlu memiliki kemampuan tersebut dengan lingkungan kerja yang
kompleks dandinamis. Kemampuan ini meliputi kemampuan berkomunikasi, berkoordinasi, mengelola
waktu, dan manajemen diri. Berbagai kemampuan tersebut diperlukan dalam berinteraksi dengan
atasan, teman kerja sejawat, bawahan, dan pengguna layanan publik dengan karakteristik serta latar
belakang yang beragam. Kemampuan pengetahuan adalah kemampuan ASN dalam memahami
pekerjaannyasebagai pelayan publik. Sebagai pelayan publik, ASN perlu memahami berbagai aktivitas
dalam ruang lingkup pelayanan publik sesuai dengan posisi dan jabatannya. Secara mendasar ruang
lingkup pelayanan publik di Indonesia terdiri dari pelayanan barang, jasa, dan administratif (Undang-
undang Pelayanan Publik 25/2009). Ruang lingkup pelayanan publik tersebut meliputi pendidikan,
pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup,
kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor
strategis lainnya.
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Kompetensi Digital ASN

Digitalisasi yang sangat dinamis, kompleks, dan semakin dekat dengan berbagai aktivitas di
sektor publik mengakibatkan upaya perumusan kompentensi digital ASN juga tidak sederhana. Salah
satu sumber yang cukup komprehensif menyebutkan bahwa kompetensi pemanfaatan teknologi digital
yang dimiliki pegawai di sektor publik meliputi banyak kompetensi dan pengetahuan yaitu e-
government, digital transformation, cybersecurity, data analytics, smart cities, telecommunications,
dan public participation (Van der Waldt, 2023). Seluruh kompetensi ini tentu tidak harus dimiliki
sepenuhnyaoleh aparatur pemerintah namun perlu dimiliki bagi mereka dengan spesifikasi kerja yang
membutuhkan kompetensi-kompetensi digital tertentu.

Seluruh kompetensi digital tersebut dibangun atas dasar orientasi utama sistem pemerintahan
digital dimana digitalisasi mengubah tata kelola pemerintahan (Misuraca & Viscusi, 2014; Engvall &
Flak, 2022; Milakovich, 2021) meliputi
a. peningkatan pelayanan publik
peningkatan efisiensi pemerintahan
penguatan kolaborasi pemangku kepentingan
peningkatan keterbukaan dan transparansi
pewujudan pengambilan keputusan berbasis data

Berbagai orientasi inilah yang kemudian berimplikasi pada kompleksitas kompetensi digital
aparatur pemerintah.

Kompetensi e-government atau pemerintah berbasis elektronik adalah kompetensi yang
berkaitan dengan penggunaan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas informasi dan pelayanan
pemerintah kepada warga negara, sektor bisnis, dan institusi pemerintah lainnya (Malodia, Dhir,
Misrha, & Bhatti, 2021). Penggunaan teknologi pada e-government perlu difokuskan pada upaya untuk
membuat pelayanan pemerintah lebih mudah diakses, efektif dan efisien (Twizeyimana & Anderson,
2019). Kompetensi ini mencakup penggunaan teknologi untuk menyediakan layanan pemerintah bagi
masyarakat seperti penggunaan portal online untuk menyediakan informasi dan transaksi pelayanan.
Secara sederhana kompetensi e-government adalah kemampuan aparatur pemerintah untuk terus
berorientasi kepada pengguna layanan dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi digital.

Kompetensi digital transformation berkaitan dengan kemampuan untuk memperluas
penggunaan dan dampak penggunaan teknologi di sektor publik (Eoma & Leeb, 2022). Aparatur
pemerintah perlu secara kreatif memperbesar dan memperluas penggunaan teknologi digital agar
pemerintah menjadi lebih tangkas dan responsif (Kitsios, Kamariotou, & Mavromatis, 2023). Dengan
kata lain, kompetensi digital transformation merujuk pada kemampuan aparatur pemerintah untuk
menjadikan teknologi digital sebagai alat yang adaptif dalam merespon perubahan yang dinamis.
Kompetensi ini meliputi kemampuan meningkatkan kualitas proses organisasi, produk dan layanan,
jaringan kerja, aplikasi teknologi, dan manajemen berbasis teknologi.

Kompetensi cybersecurity atau keamanan cyber merupakan kemampuan aparatur pemerintah
dalam mengamankan jaringan cyber yang digunakan oleh pemerintah. Sebagai institusi yang
dimanfaatkan publik, pemerintah perlu menaruh perhatian pada keamanan cyber dan aparatur
pemerintah perlu dibekali dengan kompetensi ini. Fokus tersebut juga perlu diperhatikan karena
pemerintah menyimpan banyak data pribadi yang tentu tidak boleh terbuka dan bocor ke publik,
terutama ke pihak-pihak yang memiliki rencana melakukan kejahatan cyber.

Analisis data atau data analytics menjadi kompetensi digital yang juga harus dimiliki oleh
aparatur pemerintah. Kompetensi ini sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
berbasis data. Kompetensi ini terdiri dari mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasi data
dengan memanfaatkan teknologi digital (Shabbir & Gardezi 2020). Pada masa mendatang, kompetensi
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analisis data mungkin juga akan dibutuhkan seiring dengan perkembangan kecerdasan buatan.
Perkembangan teknologi ini harus mampu dilakukan oleh para analis data.

Kota cerdas atau smart cities sebenarnya adalah kompetensi utamadari para manajer publik.
Meskipun demikian kompetensi ini perlu dipahamidandioperasionalisasikan untuk dapat dilaksanakan
oleh para aparatur pemerintah. Berbagai masalah kota yang sangat dinamis dan semakin kompleks
memerlukan pendekatan teknologi yang dipahami oleh para aparatur sehingga kompetensi smart cities
perlu dimiliki. Innovasi tata kelola perkotaan meliputi pelayanan, partisipasi, dan pembangunan
berbasis teknologi memerlukan ide dan komitmen dari aparatur pemerintah.

Kompetensi berikutnya yang tidak kalah penting yaitu telecommunications atau
telekomunikasi. Di era digital ini telekomunikasi pemerintah berbasis digital yang efektif dan efisien
dapat meningkatkan kepercayaan publik dan legitimasi pemerintah (Mahmood, Weerakkody, & Chen,
2019). Pemerintah perlu terus meningkatkan kualitas telekomunikasi baik antar institusi pemerintah
maupun kepada warga negara. Pada sisi yang lain, aparatur pemerintah perlu dibekali dengan
kompetensi telekomunikasi digital. Mereka perlu distimulus untuk terus menjadi aparatur yang mampu
mengikuti perkembangan teknologi digital untuk telekomunikasi.

Partisipasi menjadi kunci kepercayaan publik dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Untuk itu ruangpartisipasi publik berbasis digital perludiinisiasi pemerintah (Legard, 2022). Partisipasi
publik atau public participation berbasis digital juga merupakan kompetensi yang perlu dimiliki oleh
para aparatur pemerintah. Aparatur pemerintah harus dapat memanfaatkan teknologi digital sebagai
sarana untuk membangun partisipasi publik. Kompetensi ini bahkan harus didorong untuk aparatur
pemerintah di tingkat lokal karena partisipasi publik sangat penting dibangun di era desentralisasi.

Kompetensi ASN di Era Digital

Melalui diskusi konseptual yang telah dihadirkan, dapat dipahami bahwa kompetensi ASN di
era digital berkaitan dengan kompetensi dasarnya sebagai pelayan publik dan kompetensi digital yang
mendukung proses kerja dalam peyelenggaraan pelayanan. Kompetensi pelayanan publik mencakup
social maturity atau kedewasaan sosial, practical skills atau kemampuan praktis, dan knowledge ability
atau kemampuan pengetahuan. Kompetensi digital meliputi berbagai kompetensi berbasis pemanfaatan
teknologi digital yaitu e-government atau pemerintahan elektronik, digital transformation atau
transformasi digital, cybersecurity atau keamanan cyber, data analytics atau analisis data, smart cities
atau kota cerdas, telecommunications atau telekomunikasi, dan public participation atau partisipasi
publik. Social maturity atau kedewasan sosial mencakup motivasi, etika, dan budaya pelayanan publik.
Practical skills atau kemampuan praktis terdiri dari berkomunikasi (communication), berkoordinasi
(coordination), mengelola waktu (time management), dan manajemen diri (self management).
Knowledge ability atau kemampuan pengetahuan merupakan kompetensi pengetahuan pelayanan
publik. Pengetahuan tersebut adalah berbagai pengetahuan sesuai ruang lingkup pelayanan publik yaitu
pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan
hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber dayaalam, pariwisata, dan
sektor strategis lainnya.

Selanjutnya, kerangka konseptual kompetensi ASN di era digital dapat dihadirkan pada tabel
berikut:
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Tabel 1. Kerangka Konseptual Kompetensi Aparatur Sipil Negara di Era Digital
KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA
DI ERA DIGITAL
Kompetensi Pelayanan Publik | Kompetensi Digital

social maturity e-government
practical skills digital transformation
knowledge ability cybersecurity
data analytics
smart cities

telecommunications
public participation

Sumber: konseptualisasi penulis berdasarkan telaah literatur

SIMPULAN

Upaya untuk merumuskan kompetensi Aparatur Sipil Negara di era digital sangat dibutuhkan
seiring transformasi teknologi yang semakin cepat. Kerangka konseptual yang dibangun oleh penulis
terkait kompentensi ASN di era digital menjadi bagian kecil dari upaya tersebut. Kerangka konseptual
ini tentu belum sepenuhnya dapat digunakan secara praktis analitis. Meskipun demikian, kehadiran
kerangka konseptual tersebut paling tidak diharapkan dapat menjadi landasan berpikir para akademisi
dalam upaya membangun dasar berpikir bagi penguatan kompetensi ASN. Secara mendasar, kerangka
konseptual kompetensi Aparatur Sipil Negara di era digital yang dibangun oleh penulis berfokus pada
kompetensi ASN sebagai pelayan publik. Fokus tersebut yang perlu menjadi fondasi utama kompetensi
ASN ditengah berbagai perubahan lingkungan organisasi. Selanjutnya, rumusan kompetensi digital
menjadi orientasi berikutnya dalam pemberdayaan ASN dalam bekerja dan pelayanan. Dengan kata
lain, kerangka konseptual yang dibangun penulis memadukan dua kompetensi pokok yaitu kompetensi
pelayan publik dan kompetensi digital. Berbagai upaya penyempurnaan kerangka konseptual
kompetensi ASN di era digital masih perlu dilakukan pada masa yang akan datang. Spesifikasi
kompetensi pada berbagai bidang pelayanan publik dan jabatan ASN misalnya, menjadi duahal yang
masih perlu ditindaklanjuti. Langkah ini sangat krusial ditindaklanjuti untuk memperbaharui berbagai
upaya Manajemen Sumber Daya Manusia bagi para ASN. Identifikasi kompetensi ASN di era digital
sangat dibutuhkan untuk proses rekrutmen, seleksi, penempatan, pelatihan, dan berbagai fungsi
Manajemen Sumber Daya Manusia lainnya.
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